1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Pengadilan
1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka
disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1
butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-indang ini”.*

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat
dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum
merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan
itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di
pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas

dakwaan.?

! Pasal 1 butir 11 KUHAP.

2. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Y ogyakarta, 1996, Hal
167.
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Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan
putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini
didasarkan pasa Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya”.?

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :
1) Adanyaadat bukti yang cukup dan sah.

2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai aat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:
1) “Alat bukti yang sah yaitu:

a) Keterangan saksi;

b) Keterangan ahli;

c) Surat;

d) Keterangan terdakwa.

*. Pasal 183 KUHAP.

‘. Pasal 184 KUHAP.
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2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Menurut Andi Hamzah®, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab dari
seorang hakim, yaitu:
a) Justisialis hukum
Yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang
dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (doel matigheld) perlu
diadilkan. Makna dari hukum (dezin van het recht) terletak dalam

justisiaisasi dari pada hukum.

b) Penjiwaan hukum
Dalam berhukum (recht doen) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat
yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh
jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus

tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

c) Pengintegrasian hukum
Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu
merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan
hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan
melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang
berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu

dijaga supaya putusan hakim dapat diintegraskan dalam sistem hukum

*. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Y ogyakarta, 1996, Hal
101.
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positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan

kepada posisi asli (restitution in integrum).

d) Totaitas hukum
Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan
kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan
ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan

religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

€) Personalisasi hukum
Personalisass hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal
(kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu
diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia
sebagai pribadi yang mempunya keluhuran. Dalam personalisasi hukum
ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung)
disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada
manusiamanusia yang wajib dipandangnya sebagai kepribadian yang

mencari keadilan.

2. Macam-Macam Putusan Hakim

Hakim daam menjaankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada
regulas yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum,

kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hal di atas
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sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan
kewajiban hakim sebagai berikut:

Pasal 5 menentukan:

(4) Hakim dan Hakim Konstitus wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

(5) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang
hukum;

(6) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman
Hakim.

Pasal 10 menentukan:

(3) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang digjukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha
penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:
a) Keputusan pembebasan terdakwa.

K eputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan

terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan

terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiva yang disebutkan surat
dakwaan sebgaian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbuki.
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Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat(1)
KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang
kesalahan terdakwa atau perbuatan uang didakwakan kepadanya tidak terbukti

secara ssh dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.®

K eputusan pel epasan terdakwa dari segala tuntutan

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang
memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena
perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan
memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan

atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah
Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana
diatur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan karena
pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP; “apabila terdakwa melakukan
perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan

atau ancaman”, Pasal 50 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan

5. Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
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untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang”, dan Pasa 51 KUHP;
“apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah

jabatan”.

c) Keputusan pemidanaan terdakwa
Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan
terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana
yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya

dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang
menyatakan :
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.’

3. Pertimbangan Hakim tentang Berat Ringannya Pidana

Masadlah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau
tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hd
menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan

pidana dalam batas maksimum dan minimum.

Menurut Oemar Seno Adiji ® mengatakan bahwa :

“dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari
hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut

7. Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

¥ . Seno Aji, Hukum-Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal 8.
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tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. la tidak mengandung arti dan
maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif
untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut eigen enzicht
ataupun eigen goeddunken secara concrete”.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sudah seharusnyalah
untuk memperhitungkan hal-ha yang memberatkan dan ha-hal yang
meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman
bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang
meringankan pidanatidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang.
Tetapi tercantum dalam memori toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat
dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun
terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Daam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus
memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan,
harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa sga yang
dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan?
Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan
yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah
perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya
sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-
luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan
merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasaitu sudah memadai.’

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk
menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas,

jujur, dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur

dalam Undang-Undang.

° . Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4. Alumni, Bandung, 1986, Hal 47-48.
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Putusan hakim merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan
tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang digukan
kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada
hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyrakat, tetapi lebih penting lagi
putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Karena hakim sebagai het lastwoord dalam mekanisme penyelesaian perkara
melalui pengadilan, yang pada titik terakhir hakim adalah penjaga bagi suara
batinnya sendiri, sementara penjaga yang paling tinggi bagi hakim yang tertinggi

adalah Tuhan Yang Maha Esa.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korups

Kata Korupsi berasal dari kata latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang
memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara
harfiah, korups berarti kebusukan, kebeatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.

Pengertian Korupss daam Kamus Umum Bahasa Indonesa (W.J.S
Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak

bermoral.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *°, korupsi adalah penyelewengan atau

penggelapan uang negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan

' Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
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pribadi maupun orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi
berdasarkan Black Law Dictionary yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan
yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan

yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Pasa 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat
disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk''. Perbuatan
Korupsi dalam dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam kejahatan White
Collar Crime. Dalam praktek Undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah
tindak pidana yang memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang
yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan

perkenomian Negara.
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasalatin yaitu corruption atau corrupt. Kemudian muncul
dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu corruption. Bahasa Belanda
korruptie dan muncul pula dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dengan

istilah korupsi.

Arti harafiah dari kata korupsi dipakai untuk menunjukan keadaan yang buruk,
kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, tidak bermoral, penyimpanan dari kesucian

dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korups telah diterima dalam

" Pasal 435 KUHP.
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pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan

dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.’

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan oleh
orang yang khusus maksudnya subyek atau pelakunya khusus dan perbuatannya
yang khusus akibat buruk yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi
harus ditangani secara khusus dan serius untuk itu perlu dikembangkan peraturan-
peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang
merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umum tidak sanggup

untuk menjangkaunya.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi
perbuatan yang cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi
daam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat digolongkan dalam dua
golongan :
1) Perumusan yang dibuat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001
2) Pasal-Pasal KUHP yang ditarik ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001.

. Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar
Mulya, Surabaya, 1996, Hal 211.
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Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat (1)).

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana
yang ada pasanya Karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasa 3).

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada
jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

Setigp orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana korups (Pasal 15).

Setiap orang diluar Wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan
bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana

korups (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) diatas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai

berikut :

a

b.

C.

Melawan hukum.
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
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Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum
diterangkan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ataupun
materil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesual
dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosia dalam masyarakat maka

perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah
perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak
benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan
yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
disebutkan bahwa perbuatan untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya

diperuntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai
berikut :
a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi.
b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukannya.

c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
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3. Jenis-JenisTindak Pidana Korupsi

Daam Tool Kit Anti Korups yang dikembangkan oleh PBB dibawah naungan
Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office Drug Control
And Crime Prevention (UN-ODCCP), dipublikasikan 10 bentuk tindakan korupsi,

yaitu :

1.  Pemberian Suap / Sogok (Bribery)
Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berakibat membawa untung
terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang

dipegangnya pada saat itu

2.  Penggelapan (Embezzlement)
Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan
untuk mengawas dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik

Negara oleh pgabat publik maupun swasta

3.  Pemalsuan (Fraud)
Suatu tindakan atau prilaku untuk mengelabui orang lain atau organisas
dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun

orang lain

4 . Pemerasan (extortion)
Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sgjumlah uang atau

barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk
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berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan

ancaman fisik ataupun kekerasan.

Penyal ahgunaan Jabatan/Wewenang (abuse of Discretion)
Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang
memihak atau pilih kash kepada kelompok atau perseorangan sementara

bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya

Pertentangan K epentingan/Memiliki Usaha Sendiri (Internal Trading)
Melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi
atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang

dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah

Pilih Kasih (Favoritisme)

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan aasan hubungan
keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan yang bukan
kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga,

profesionalisme kerja.

Menerima Komisi (Commission)
Pegjabat Publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang,
saham, fasilitas, barang dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau

hubungan bisnis dengan pemerintah
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9.  Nepotisme (Nepotism)
Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai
politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia

pelelangan atau pemilihan pemenang lelang

10. Kontribus atau Sumbangan Ilega (llegal Contribution)
Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa
pada waktu itu menerima sgjumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil

yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) yang dimaksudkan untuk
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan
atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si
pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannyaitu memenuhi unsur-
unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya
tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-
tindakan tersebut, apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.*® (Moeljatno,

1993: 6).

® _Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal 6.
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Pertanggungjawab pidana menurut Hamzah Hatrik yaitu™ diteruskannya celaan
yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,
secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-

Undang Pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannyaitu

Pertanggungjawaban Pidana menurut hukum pidana terdiri dari tiga (3) syarat,

yaitu:

1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari s
pembuat pidana.

2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang
berhubungan dengan kelakuannya, yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati
atau lalai.

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung

jawaban pidana bagi si pembuat pidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk
membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal
ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur
kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selau ada karena pada
umumnya setigp orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali
kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak
normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya

* . Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana
Indonesia, Rgja Grafindo, Jakarta, 1996, Hal 11.
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masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak
berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan

berdasarkan asas tidak dipidanajikatidak ada kesalahan.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, adalah
merupakan faktor akal ( intelektual factor ) yaitu dapat membedakan perbuatan
yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Kemampuan untuk
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan
tersebut merupakan faktor perasaan ( volitional factor ) yaitu dapat menyesuaikan
tingkah lakunya dengan keinsyafan atas apa sgja yang diperbol ehkan dan apa sgja
yang tidak diperbolehkan. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi, maka tentunya
orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik
buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan jika melakukan tindak
pidana, orang yang demikian itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban

pidananya.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1)
KUHP yang berbunyi: “ Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau
terganggu karena cacat, tidak dipidana”*®. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu
disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda
maka pasal tersebut tidak berlaku. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44
KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah terpenuhinya 2

(dua) syarat sebagai berikut:

5 Pasal 44 ayat (1) KUHP.



1) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau
sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada segjak
kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini terus menerus.

2) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu s terdakwa
melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu gangguan jiwa yang timbul
sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab

terdakwatidak dapat dikenai pidana.

Dasar penghapusan pidana atau juga dapat disebut sebaga aasan-alasan

menghilangkan sifat tindak pidanaini termuat di dalam buku 1 KUHP, selain itu

ada juga dasar penghapus di luar KUHP, yaitu:

1) Hak mendidik orang tua atau wali terhadap anaknya atau guru terhadap
muridnya.

2) Hak jabatan atau pekerjaan.

Hal yang termasuk dasar pembenar bela paksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan
darurat, pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Pasal 50, perintah karena
jabatan Pasal 51 ayat (1). Dalam dasar pemaaf ini semua unsur tindak pidana,
termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap adda, tetapi hal-hal
khusus yang menjadikan si pelakunya tidak dapat diminta pertanggungjawaban
pidananya. Yang termasuk dalam dasar pemaaf yaitu: kekurangan atau penyakit
daam daya berpikir, daya paksa (overmacht), bela paksa, lampau batas

(noodweer exes), perintah jabatan.



